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BERDASARKAN lansiran tri-
bunjogfa.com (07/12/2016),
puluhan orang menggeru-
duk Kantor Desa Tirtomul-
yo, Kretek, Mereka bermak-
sud menyoal hasll seleksi
pamong yang diterbitkan tim
sembifan pada proses selek-
sl yang genap dilaksanakan
beberapa waktu lalu. Warga
meyakini, hasil seleksi terse-
but penuh keganjilan. Terda-
pat indikas| hahwa tim sem-
bilan sefaku panitia sera
pihak desa melakukan kecu-
rangan,

Di sinitah urgensi panist
pasi publik datam pemba-
ngunan desa. Semua lapisan
masyarakat mempunyal hak
yang sama dalam kehidupan
desa. Satu di antaranya me-
ngetahul proses penjaringan
aparatur desa. Namun demi-
kian, jangan sampal proses
ini dicemari dengan aksl pro-
vokasi. Beragam situasi dan
tersebarnya desas-desus
rentan membuat orang ber-
tindak kurang rasional. Oleh

kare-

na ity,

orang Riza Multazam L
dituntut k ;
berpikir Peneliti Desa, Mahasiswa
matang Program Doktor limu
dan bi- Hukum Ull Yogyakarta
jak se-

belum berbuat.

Panitia dan pihak desa
Juga dituntut lebih terbu-
ka. Transparansi merupakan
prinsip yang harus dijunjung
tinggi demi mencegah mun-
cuinya berbagai kecurigaan,
Publik berhak mengetahui in-
formasi seputar seleks| pa-
mong agar momentum ter-
sebut berjalan transparan,
akuntabel, dan sesuai prin-
sip kejujuran.

Sesual logika demokrasi,
proses pemilihan aparatur
desa melalul antikulasi, agre-
gasi, formulasi, dan konsul-
tasi publik. Bagaimanapun,
terpilihnya aparatur desa di-
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harapkan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat. Pe-
ran mereka turut menentu-
kan perjalanan nasib desa
dan siapa saja yang ber-
mukim di dalamnya. Maka,
orang-orang yang duduk da-
lam jajaran perangkat desa
dituntut mampu memberikan
pelayanan terbaik. Apalagi.
paradigma pamong sebagai
birokrat lokal genap menga-
lami perombakan. Teradinya
pergeseran corak pandang
dan pola pikir “dilayani™
menjadi “melayani, menjadi-
kan mereka selaku abdi ma-
syarakal.

Di samping itu, pamong
memiliki fungsi “menge-
mong" yang lebih halus dan
luas daripada "memerintah”,
Mengutip Bayu Suryaningrat
(1985: 13), istilah "menga-
tur” yang mengandung arti
pembinaan ialah “menge-
mong". Adapun orang atau
lembaganya disebut penge-
mong atau pamong. ltulah
mengapa, pengatur atau pe-
merintah desa mengantongi
Julukan pamong desa.

Manusia Progresif

Demi membangun desa
yang maju dan berpera-

daban, dibutuhkan manu-
sia-manusia progresif. Da-
lam konteks inilah, perlunya
progresivitas pamong. Meng-
ingat, posisi dan keberada-
an mereka sangat urgen.
Pamong menempati garda
terdepan dalam upaya me-
wujudkan prinsip-prinsip
good governance di desa,

Pamong atau tokoh peme-
rintah desa, termasuk kepa-
la desa, secara alamiah ber-
pengaruh signifikan dalam
menentukan keputusan di
tingkat desa. Posisi selaku
pemerintah desa merupakan
sumber pengaruh mereka di
hadapan masyarakat. Diban-
dingkan dengan kelompok la-
innya, mereka memperoleh
informasi lebih awal dan le-
bih lengkap tentang proyek
atau program pembangun-
an yang masuk di desa (Tim
Akatiga, 2010: 21).

Dengan misi yang futuris-
tis, pamong mesti mampu
berpikir bahwa beragam ben-
tuk pelayanan administratif
ditujukan bagi kepentingan
manusia, dan bukan seba-
liknya. Atas dasar inilah, jika
formalitas dianggap terlalu
mengekang warga, bisa di-
tempuh langkah yang memu-
dahkan. Sebuah pelayanan
mengutamakan tujuan akhir,
bukan prosedur dan persya-
ratan yang cenderung me-

nyulitkan,

Untuk menjaring manu-
sia-manusia progresif, selek-
sl pamong semestinya ter-
hindar dari isu rekrutmen
orang dekat, Gejala kongka-
likong dan unsur nepotisme
harus dihindari, Implementa-
si pemerintahan desa tidak
boleh berdasarkan prinsip
saling menguntungkan. De-
ngan demikian, dalam pro-
ses seleksi pamong desa
Tirtomulyo, nilai-nilai demo-
krasi selayaknya dijunjung
tinggi.

Prinsip tradisional yang
mendukung pelembagaan
kaum feodal sebaiknya mu-
lai ditinggalkan, Sejak dulu
kala, feodalisme menuntut
mereka yang berada dalam
lingkup kekuasaan merupa-
kan orang-orang yang sejalan
dengan keinginan pengua-
sa. Sehingga, kehendak ber-
sama terbangun oleh harmo-
ni, adapun kritik selayaknya
dihindan. Dalam taraf terten-
tu, prinsip tradisional rentan
disusupi otoritarianisme. Hal
inl mengakibatkan terjadinya
percampuran antara prinsip
demokrasi dengan oligarki.
Sehingga, dalam diri elite lo-
kal terjadi tarik-menarik an-
tara keinginan mengutama-
kan nilai-nifai komunal dan
menyelipkan hasrat individu-
al. (*)



